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ﬂ' Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja
“ Ciptakan Era Baru Berusaha

51 Peraturan Pelaksana

UU Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja telah disahkan

Peraturan pelaksanaan yang pertama kali diselesaikan adalah 2 PP terkait
Lembaga Pengelola Investasi (LPI), yaitu PP Nomor 73 Tahun 2020
dan PP Nomor 74 Tahun 2020.

l Disusul 49 peraturan pelaksanaan yang terdiri dari 45 PP dan 4 Perpres.
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Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor

Koperasi dan UMKM serta
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Investasi ﬂ 1 Perpres | == — = |
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Penataan Ruang ﬂ 1 Perpres

Lahan dan Hak Atas Tanah

Lingkungan Hidup

1PP

Konstruksi
dan Perumahan
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Kawasan Ekonomi H
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I APA PERBEDAAN DENGAN KONDISI SAAT INI ?

License Approach Risk Based Approach

» Setiap kegiatan usaha * Pelaku usaha memproses perizinan sesuai
:iipersyaratkan memiliki indikasi risiko kegiatan usahanya
zin

« Regulasi Berusaha Berbasis Risiko adalah
pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan
pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha
dan/atau kegiatan

* Regulasi mengarah kepada penentuan tingkat
risiko dan jenis perizinan yang diperlukan

« Obesitas requlasi dan
jenis izin
* Pengaturan dalam NSPK

tidak standar dan belum
semua memilki durasi

Waktu = by dof:bull b

» Delakennasn pangkas perizinan  « Mendorong KIL/D untuk memiliki data kepatuhan
peﬁgéwaSén" kegiatan p,osedu,',, o pelaku usaha terhadap pelaksanaan kegiatan
usaha tidak standar dan usaha sebagai dasar pengawasan yang efisien
belum optimal dan efektif
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Peraturan pelaksanaan dalam klaster perizinan dan kegiatan usaha sektor
mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach/RBA).

Hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu:

Risiko Rendah (RR)

Risiko Menengah Risiko Menengah
Rendah (RMR) Tinggi (RMT)
458 657

Risiko Tinggi (RT)

445

Cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020.
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Berdasarkan hasil RBA tersebut, tata cara penerapan RBA adalah:

RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB)

RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan) \\\\

RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi)

RT dengan NIB + Izin (Verifikasi) -

Implementasi melalui OSS, yakni: RR & RMR akan dapat selesai di 0SS dan dilakukan pembinaan serta
pengawasan. Sedangkan, RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi
syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.
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Peraturan Pelaksana
UU No. 11 Tahun 2020
terkait Sektor

Energi dan Sumber
Daya Mineral

PP No. 5 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko

PP No. 25 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan
Bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menctapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.

2. Risiko . . .

@ o

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGCARAAN BIDANG ENERQI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang

Mengngat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakon ketentuan Pasal 39, Pasal £1
Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang -Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menctapkan Peraturan
Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral,

1. Pasal 5 avat (2} Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2009 Nomee 4. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050}
sebagaimana telah  diubah  dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tshun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);

4, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentung Panas
Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5585),

5. Undang-Undang

SK No 087293 A SK No (87278 A
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ITIME LINE PENYELESAIAN REGULASI PEDUKUNG UU CIPTA KERJA

Target Penyelesaian RPermen

2 Februari
2021

21 Maret
2021

| :
: I
! I
» 51 peraturan . : » Finalisasi/Penetapan : » Penetapan Standar Sgluruh a.turan turu[lan pelaksangan uu
pelaksanaan UU Cipta I Standar " » Penetapan Regulasi Cipta Kerja dapat diimplementasikan :
| Kerja. sudah ditetapkan : » F inalisa;i/Penetapan : Pendukung (Permen & » Go live OSS
» Penyiapan: I Regulasi Pendukung Juknis) » Task force OSS
a. Standar | (Permen & Juknis) ! » Help desk & Call Center OSS
b. Regulasi Pendukung R B AL SR L - » Task force regulasi
(Permen & Juknis)
’, =
K/L: Kemenko Perekonomian & Setkab: Kemenkumham:
» Penetapan Standar dan + Koordinasi penyiapan Standar & regulasi « Pengharmonisasian
Regulasi Pendukung (Permen pendukung Rancangan
& Juknis) « Monitoring penyiapan Sistem OSS & Sistem Permen/Perka
+ Inventarisasi dan penyesuaian Pendukung serta pelatihan
Sistem Pendukung dengan + Fasilitasi Penyusunan Rancangan
0SS Permen/Perka
* Penyiapan Anggaran + Fasilitasi penyelesaian hambatan/masalah
* Penyiapan SDM « Sosialisasi

* Sosialisasi dengan stakeholder
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PERIZINAN BERUSAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
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I PENERAPAN REGULASI KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

UU 30/2009

(KETENAGALISTRIKAN)

UU 11/2020

(CIPTA KERIJA)

PP NO. 05 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO)

PP NO. 25 TAHUN 2021
(PENYELENGGARAAN DI
BIDANG ESDM)

PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

WAJIB KESELAMATAN
KETENAGALISTRIKAN
TUJUAN ANDAL, AMAN, RAMAH
LINGKUNGAN
LINGKUP STANDARDISASI DAN
PENGAMANAN

Andal dan Aman bagi
instalasj

ya bag' manuS,'a
hldup 'a,‘nnya
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Setiap usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan
Keselamatan Ketenagalistrikan

Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
wajib memenuhi ketentuan Standar
Nasional Indonesia

Setiap tenaga teknik dalam usaha
ketenagalistrikan wajib memiliki

Sertifikat Kompetensi Tenaga
Teknik Ketenagalistrikan B

UU 30/2009

Tentang

Ketenagalistrikan

Setiap badan usaha penunjang tenaga listrik

wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha
sesuai (klasifikasi dan kualifikasi)

Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi
wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi
ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan

di bidang Lingkungan Hidup
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PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
UU NO 30 TAHUN 2009 DAN UU NO 11 TAHUN 2020

Pasal 16

Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang memiliki
sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi.

Pasal 18

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga
listrik dilaksanakan setelah mendapatkan perizinan Berusaha.
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PELAKSANA USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

BERDASARKAN PP 25 TAHUN 2021
Pasal 32

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi yang
berusaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan Klasifikasi,
Kualifikasi, dan/atau sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik.

(2) Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat
berbentuk:

a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.bukan badan hukum vyang telah didaftarkan pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau

c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.
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I KLASIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PP NO. 25 TAHUN 2021

Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik meliputi:

Konsultansi dalam bidang Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;

. Pembangunan dan pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik;
Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;

. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;

Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;

Penelitian dan pengembangan;

Pendidikan dan pelatihan;

. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;

sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan

|. Usaha jasa lain yang berkaitan secara langsung dengan pembangkitan tenaga listrik

AT TSm0 O 0 T W
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I KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

— KUALIFIKASI

adalah penetapan penggolongan usaha
menurut tingkat kemampuan usaha

Pasal 43 Ayat (2)
PP Nomor 25 tahun 2021

Kualifikasi usaha jasa
penunjang tenaga listrik
ditetapkan berdasarkan:

a. Tingkat kemampuan usaha;
b. Kompetensi tenaga teknik. KECIL

:; www.gatrik.esdm.go.id f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | @infogatrik

VA

Z

N

4 T —
N

. muamummmuan

MENENGAH

| @infogatrik

TR

- &
:. %

K

:;:‘f"/

55

VA, ~
¢
) A 9 % % % B 8
4 3
\ AR % % 8§ ¢ -
"‘.. A
‘. ¥

BESAR

O | Info Gatrik

14



I KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
— TINGKAT KEMAMPUAN USAHA w

Tingkat kemampuan usaha ditentukan oleh:

a. kekayaan bersih; dan
b. hasil penjualan tahunan.

mengikuti kualifikasi yang paling tinggi

\. J

Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik menentukan:
a. kemampuan melaksanakan pekerjaan secara bersamaan
b. batas nilai satu pekerjaan.
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I TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (V)

Pembangkit
K ltansi dalam Bid Instalasi Transmisi
1 onst a.nS|. aiam Bidang fhstatas — Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
Pemb dan P Transmisi
2 em arTgunan a.n -emasangan —— Tinggi NIB, Izin dan Sertifikat Standar
Instalasi Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
P ik dan P ji Transmisi
3 emert .saan an' er‘1gu1|an —— Tinggi NIB, Izin dan Sertifikat Standar
Instalasi Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
_ _ Transmisi Tinggi NIB, Izin dan Sertifikat Standar
Pengoperasian Instalasi Tenaga T
4 oo Distribusi
Listrik
Instalasi pemanfaatan Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
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I TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ()

Tenaga Listrik

Pembangkit
P lih Instalasi Instalasi Transmisi
5 emel .araan nta a,SI r.15 aias! — I I Tinggi NIB, Izin dan Sertifikat Standar
Penyediaan Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
Sertifikasi K tensi T T isi
6 er I,I ol ompe. er?5| enagsa r‘ans.mls! Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
Teknik Ketenagalistrikan Distribusi
Instalasi pemanfaatan
ifikasi B h
7 Sertif .a5| GleElL US? a.Jasa Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
Penunjang Tenaga Listrik
8 | Penelitian dan Pengembangan Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
9 | Pendidikan dan Pelatihan Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
Laboratorium P jian Peralat
10 aboratorium engunan. er.a atan Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
dan Pemanfaat Tenaga Listrik
Sertifikasi Peralatan dan P faat
11 ertiiikast Feraiatan dan Femantad Menengah Tinggi NIB dan Sertifikat Standar
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I KBLI 2020 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)
NO | BIDANGSPESIFIK | BIDANG | KBLI | JUDULKBL |

Pembangkit
Konsultansi dalam Bidang Instalasi Transmisi Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi
1 - . 71102 .
Tenaga Listrik Distribusi Teknis YBDI
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
Transmisi
2 Pembar?gunan da.n P.emasangan o 43211 Instalasi Listrik
Instalasi Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
Pemeriksaan dan Pengujian Transmisi
3 eme .saa s .e.gUJa o 71204 Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
Instalasi Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit p i Instalasi P di
| | Transmisi 35191 engoperasian Ins E?aS'I enyediaan
Pengoperasian Instalasi Distribusi Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik , ,
, Pengoperasian Instalasi Pemanfaatan
Instalasi pemanfaatan 35122

Tenaga Listrik
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I KBLI 2020 USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ()
NO | BIDANGSPESIFIK | BIDANG | _KBLI | JUDULKBL

Pembangkit
Pemeliharaan Instalasi Instalasi Transmisi
Penyediaan Tenaga Listrik Distribusi
Instalasi pemanfaatan
Pembangkit
: Sertifikasi Kompetensi Tenaga Transmisi
Teknik Ketenagalistrikan Distribusi
Instalasi pemanfaatan
. Sertifikasi Badan Usaha Jasa

Penunjang Tenaga Listrik

8  Penelitiandan Pengembangan

9 Pendidikan dan Pelatihan

Laboratorium Pengujian Peralatan
dan Pemanfaat Tenaga Listrik
Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat
Tenaga Listrik

) www.gatrik.esdm.go.id f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | @infogatrik

43211

74322

71201

72102

85497

71202

71201

Instalasi Listrik

Aktivitas Sertifikasi Personel
Independen

Jasa Sertifikasi

Penelitian dan Pengembangan
Teknologi dan Rekayasa

Pendidikan Teknik Swasta

Jasa Pengujian Laboratorium

Jasa Sertifikasi

| @infogatrik 0O | Info Gatrik 19



PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (V)

Kewenangan Pemerintah

Tenaga Listrik

Jenis Usaha Kode KBLI Judul KBLI —
Parameter Pusat / Provinsi
Sertifikasi Kompetensi Tenaga 74322 Aktivitas sertifikasi Seluruh Menteri
Teknik Ketenagalistrikan personel independen
Pemeriksaan dan Pengujian 71204 Jasa inspeksi teknik Seluruh Menteri
Instalasi Tenaga Listrik instalasi
Sertifikasi Badan Usaha Jasa 71201 Jasa sertifikasi Seluruh Menteri
Penunjang Tenaga Listrik
Sertifikasi Peralatan dan
Pemanfaat Tenaga Listrik
Laboratorium Pengujian 71202 Jasa pengujian Seluruh Menteri
Peralatan dan Pemanfaat laboratorium

{~2) www.gatrik.esdm.go.id
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PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

: Kode Kewenangan Pemerintah
jenis Usaha KBLI Judul KBLI Parameter Pusat / Provinsi
Pengoperasian | 35121 Pengoperasian Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
Instalasi Instalasi Penyediaan | asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
Pembangkitan Tenaga Listrik umum Pemerintah Pusat
Tenaga Listrik Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur
dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota
Pembangunan | 43211 Instalasi listrik Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
dan Pemasangan asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
Instalasi Tenaga umum Pemerintah Pusat
Listrik Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur

=) www.gatrik.esdm.go.id
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PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ®)

dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

: Kode Kewenangan Pemerintah
s Lelne KBLI el Gt Parameter Pusat / Provinsi
Pengoperasian | 35122 Pengoperasian Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
Instalasi instalasi asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
Pemanfaatan pemanfaatan umum Pemerintah Pusat
Tenaga Listrik tenaga listrik Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur
dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
Konsultansi 71102 Aktivitas Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
dalam Bidang keinsinyuran dan | asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
Instalasi Tenaga konsultasi teknis umum Pemerintah Pusat
Listrik ybdi Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur

=) www.gatrik.esdm.go.id
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PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK Y

: Kode Kewenangan Pemerintah
Jenis Usaha KBLI Judul KBL! Parameter Pusat / Provinsi
Penelitian dan 72102 Penelitian dan Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
Pengembangan pengembangan | asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
teknologi dan umum Pemerintah Pusat
rekayasa Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur
dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
Pendidikan dan | 85497 | Pendidikan teknik | Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
Pelatihan swasta asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
umum Pemerintah Pusat
Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur

dalam negeri, koperasi, atau badan layanan
umum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota
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PEMBAGIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA
JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK )

Kode

Kewenangan Pemerintah

Jenis Usaha KBLI Judul KBL! Parameter Pusat / Provinsi
Usahajasalain | 35129 | Aktivitas penunjang | Badan usaha milik negara, penanam modal Menteri
yang berkaitan tenaga listrik asing, kantor perwakilan, atau badan layanan
secara langsung lainnya umum Pemerintah Pusat

dengan Badan usaha milik daerah, penanam modal Gubernur
pembangkitan dalam negeri, koperasi, atau badan layanan

tenaga listrik

umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota

(2) www.gatrik.esdm.go.id
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I PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA (1)

Bidang Usaha Kewajiban
No. Kode Judul KBLI Persyaratan Rincian Durasi Pemenuhan
1 33121 Fengoperasian 1. Pemenuhan Standar Perizinan Laporan berkala 1 tahun
IﬂStfﬂf‘?i Berusaha Jasa Pengoperaszian Instalasi
P?n}'_ediaa_n Tenaga Penyediaan Tenaga Listrilk;
Listrik Doku ist i tu.
olumen sistem manajemen mu
2 43211 Instalasi Listrik 1. Pemenuhan Standar Perizinan Laporan berkala 1 tahun
Berusaha Jasa Pembangunan dan
Pemaszangan Instalaszi Tenaga Listril,
Jasa Pemeliharaan Instalaszi Tenaga
Listrike:
2. Dolkumen sistem manajemen mutu.
3 71204 Jasa Inzpeksi 1. Pemenuhan Standar Perizinan 1. Laporan berkala; 1. 1 tabun
Teknik Instalasi Berusaha Jasa Pemeriksaan dan 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi 2. 3 bulan
Pengujian Instalasi Tenaga Liztrilc; dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang 3. 3 tahun
(Lembaga 2. Dokumen sistem manajemen muitua, membidangi Ketenagalistrikan;
Inspeksi Teknik) 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan
perundangan vang berlalou di bidang ketenagalistrikan,
Jasza Inzpeksi 1. Pemenuhan Standar Perizinan Laporan berkala 1 tahun
Teknik Instalasi Berusaha Jasa Pemeriksaan dan
Pengujian Instalasi Tenaga Listrik;
(Lembaga 2. Dokumen sistem manajemen muatua,
Inspeksi Teknik
Tegangan
Rendah)
4 35122 FPengoperasian Pemenuhan Standar Perizinan Beruzaha Laporan berkala 1 tahun
Instalasi Jasa Pengoperasian Instalasi
Pemanfaatan Pemanfaatan Tenaga Listrilc
Tenaga Listrik
3 T1102 Alctivitas Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Laporan berkala 1 tahun
Keinsinyuran dan Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi
Konsultazi Teknis Tenaga Listrik
YEDI

www.gatrik.esdm.go.id
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I PERSYARATAN DAN/ATAU KEWAJIBAN PERIZINAN BERUSAHA (2)

Bidang Usaha Kewajiban
No. Kode Judul KBLI Persyaratan Rincian Durasi Pemenuhan
G 71201 Jasa Sertifikasi Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha |1. Laporan berkala; 1. 1 tahun
Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasza 2, Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi 2. 3 bulan
(Usaha Jasa FPenunjang Tenaga Listrilc dengan sistem informasi Direlkttorat Jenderal yang 3. 3 tahun
Sertifikazi Badan membidangi Ketenagalistrikan;
Usahal) 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan
perundangan vang berlaku di bidang ketenagalistrilcan.
Jasa Sertifikasi FPemenuhan Standar Perizinan Berusaha |1. Laporan berkala; 1. 1 tahun
Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat |2, Memiliki sizstem informasi sertifikkasi vang terintegrasi 2. 3 bulan
(Usaha Jasa Tenaga Listrilk dengan sistem informasi Direlctorat Jenderal yang
Sertifikasi membidangi Ketenagalistrikan.
Produk)
T T1202 Jasa Pengujian Pemenuhan Standar Perizinan Beru=zaha Laporan berkala 1 tahun
Laboratorinm Jaza Laboratorium Pengujian Peralatan
dan Pemanfaat Tenaga Listrik
i T2102 Fenelitian Dan Pemenuhan Standar Perizinan Beru=zaha Laporan berkala 1 tahun
Fengembangan Jaza Penelitian dan Pengembangan yang
Telknologi Dan Terkait dengan Instala=i Tenaga Listrik
Rekayasza
9 74322 Aletivitas Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha |1. Laporan berkala; 1. 1 tahun
Sertifilcasi Perzonel | Jaza Sertifikkasi Kompetensi Tenaga 2, Memilild zistem informasi sertifiltasi yang terintegrasi 2. 3 bulan
Independen Telknik Ketenagalistrilcan dengan sistem informasi Direlctorat Jenderal yvang 3. 3 tahun
membidangi Ketenagalistrikan;
3. Memenuhi persyaratan aloreditasi sesuai peraturan
perundangan vang berlaku di bidang ketenagalistrikan.
10 83497 Pendidikan Teknik | Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Laporan berkala 1 tahun
Swasta Jasa Pendidikan dan Pelatihan di Bidang
Ketenagalistrikan
11 33129 Alctivitas - Standar perizinan berasaha aktivitas penunjang tenaga listrilc & bulan
penunjang tenaga lainnya
listrik lainnya
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USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING
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BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING
BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021 (V)

Ayat (2)
Badan usaha swasta yang melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik dapat
berbentuk:
a. badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.bukan badan hukum yang telah didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; atau
c. kantor perwakilan asing yang dibentuk oleh badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
asing atau usaha perseorangan jasa penunjang tenaga listrik asing.

Ayat (4)
Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing diberikan
untuk jenis usaha:
a. konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik;
b. pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik; dan
c. pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik,

:} www.gatrik.esdm.go.id f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | @infogatrik | @infogatrik O | Info Gatrik
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BADAN USAHA JASA PENUNJANG ASING
BERDASARKAN PASAL 32 PP 25 TAHUN 2021 (2)

Ayat (5)
Permohonan Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik untuk kantor perwakilan asing

dikenal biaya administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang penerimaan negara bukan pajak.

Ayat (6)
Kantor perwakilan asing hanya diizinkan mengerjakan pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik
yang berbiaya tinggi.

Ayat 7
Pekerjaan jasa penunjang tenaga listrik yang berbiaya tinggi berupa:

a. pekerjaan pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik dengan nilai paling sedikit
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan

b. pekerjaan konsultansi dalam bidang Instalasi Tenaga Listrik atau pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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| KEWAJIBAN KANTOR PERWAKILAN ASING

(Pasal 33 PP No. 25 TAHUN 2021)

Kantor perwakilan asing wajib:

a.
b.

o

> @

memiliki Kualifikasi yang setara dengan Kualifikasi besar;

membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik
dalam negeri;

mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing;
menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha
kantor perwakilan;

mengutamakan penggunaan produk dalam negeri;

memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta
memperhatikan kearifan lokal;

melaksanakan proses alih teknologi; dan

melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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SINKRONISASI DENGAN USAHA JASA KONSTRUKSI
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I PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN DAN JASA KONSTRUKSI

UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG UNDANG

NO. 15 TAHUN 1985 NO. 18 TAHUN 1999 NO. 30 TAHUN 2009 NO. 2 TAHUN 2017

KETENAGALISTRIKAN JASA KONSTRUKSI KETENAGALISTRIKAN JASA KONSTRUKSI

l
|
l
|
Usaha Penunjang Tenaga Pekerjaan Konstruksi I Usaha Penunjang Tenaga e Pekerjaan terkait elektrikal
Listrik meliputi: meliputi: I Listrik meliputi: sudah tidak diatur dalam UU
* konsultansi, = * Arsitektur l  konsultansi, Jasa Konstruksi
* pembangunan ) i'/lp':( Tl : * pembangunan e PP 22/2020 telah diharmonisasi
pemasangan Elekatn!ka | | pemasangan dengan PP 62/2012
o Pemeliharaan I~ € 'r| a I * Pemeliharaan mengeluarkan pengaturan
. * Tata lingkungan . . .
* pengembangan teknologi : . ... pekerjaan konstruksi terkait
I e dst ketenagalistrikan
|
K LISTRIK \ I K \
Konsultansi, : Kolﬁlssl]-l’gfsi
Pembangunan ¢  KONSTRUKSI | Pembanguna'n KONSTRUKSI
& Pemasangan Elektrikal | & Pemasangan Non Elektrikal
Pemeliharaan I Pemeliharaan
|
- / \_ /
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I UNDANG UNDANG JASA KONSTRUKSI
Pengaturan Pekerjaan Elektrikal

(Telah DICABUT dengan UU No. 2 Tahun 2017) Pada Undang-undang

PASAL 1 Jasa Konstruksi
Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta _
pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, UU NOMOR 2 TAHUN 2017
mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan PASAL 1
atau bentuk fisik lain;

Pekerjaan Konstruksi adalah
PASAL 6 | _ _ . keseluruhan atau sebagian kegiatan
Bidang usa!hg jasa konstruksi mencakup pekerjaa? arsitektural yang meliputi pembangunan,
dan/gtau sipil dan/at.au mekz_mlkal dan/atau elektrikal dan/atau pengoperasian, oemeliharaan,
tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya. oembongkaran, dan pembangunan
PASAL 7 kembali suatu bangunan;

Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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PENGATURAN KLASIFIKASI
USAHA JASA KONSTRUKSI

(Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020)

PASAL 17 AYAT (2) ~

Klasifikasi usaha jasa Konsultansi
Konstruksi untuk sifat spesialis
terdiri atas;

a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
b. pengujian dan analisis teknis..

/~ PASAL 20 AYAT (2)

Ketentuan mengenai:

a. Klasifikasi dan subklasifikasi
usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (2) dan

~— PASAL 16 AYAT (2) N

Klairikésikus?ha Jass Kon'struksilgﬂelipll:ti: | - o Pasal 18 ayat (2) huruf a yang

a. Klasifikasi usaha jasa onsultansi . . .

Konstruksi untuk sifat umum; ( PASAL 18 AYAT (2) ) terkél-t ke-tenagahStr'kan' .

b. Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Klasifikasi ~ usaha  Pekerjaan b. kualifikasi usaha yang terkait
Konstruksi untuk sifat spesialis; Konstruksi untuk sifat spesialis ketenagalistrikan;

C. Klasifikgsi usaha Pekerjaan Konstruksi tEi:dIr‘: altas.i. c. sertifikasi badan usaha yang
untuk sifat umum; — ab' ::':nit?rl’(si Khusus: terkait ketenagalistrikan; dan

d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi

untuk sifat spesialis; dan d. kualifikasi dan  sertifikasi

c. Konstruksiprapabrikasi;

e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi

Terintegrasi

d. penyelesaian bangunan;

\_

e. penyewaan peralatan; dan
f. persiapan.

tenaga kerja instalasi tenaga
listrik,
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
ketenagalistrikan.

Berdasarkan ketentuan di atas, instalasi listrik masih merupakan bagian dari \_ )
usaha jasa konstruksi untuk sifat spesialis yang secara pengaturannya

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang ketenagalistrikan.
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I HARMONISASI PENGATURAN PELAKSANA
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PP NO. 62 TAHUN 2012 TENTANG USAHA JASA PENUNJANG TENAGA

Pasal 5 ayat (6)

“klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi perencana,
pelaksana, dan pengawas bangunan sipil dan
gedung untuk instalasi penyediaan tenaga listrik
mengikuti ketentuan perundang-undangan di
bidang jasa konstruksi. Sebaliknya, untuk pekerjaan
mekanikal dan elektrikal pada instalasi penyediaan
tenaga listrik klasifikasi, kualifikasi, dan
sertifikasinya mengikuti ketentuan peraturan di
bidang ketenagalistrikan”
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I IMPLEMENTASI PENGATURAN USAHA JASA KONSTRUKSI

KETERANGAN

Pengaturan Klasifikasi
dan Kualifikasi Usaha

Penerbit Sertifikat
Badan Usaha

Izin Usaha

KBLI 2020

é§ www.gatrik.esdm.go.id

Kementerian PUPR

Lembaga Pengembangan
Jasa Konstruksi (LPJK)
Yang dibentuk oleh
Kementerian PUPR

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
diterbitkan oleh Kementerian PUPR
atau Pemerintah Daerah sesuai
kewenangannya (via OSS)

42204 : Konstruksi Bangunan
Sipil Elektrikal

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | @infogatrik

USAHA JASA KONSTRUKSI

ELEKTRIKAL
Kementerian ESDM

Lembaga Sertifikasi
Badan Usaha (LSBU)
yang ditunjuk/diakreditasi
Menteri ESDM

Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik
(IUJPTL)

diterbitkan oleh Kementerian ESDM atau

Pemerintah Provinsi sesuai
kewenangannya (via OSS)

43211 : Instalasi Listrik

O | Info Gatrik

| @infogatrik
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I SURAT KEMENTERIAN PUPR KE LEMBAGA 0SS

Nomor :BK 0404-Dk/1464
Tanggal : 13 November 2020
Hal : Subklasifikasi terkait

. .
Ketenagalistrikan cLooa
— ; =t
. : : ; AN PERUMAHAN RAKYAT |
s, AN e |
DlRE Bary Jakarta 42110 Telagon 021) 73

ELOO3

Sewtan
1 Pattmura No. 20 Kebeyorsn

by
8K 0404-DK 146
::':m Penting

Jakarta, 13 November 2020

Hal Subklasifik: Terkait Ketenagalistrkan
Ubklasifikas Terkal etenagalts

Yth
Lembaga 0SS
a-

Jakarta

T EL004

Peraturan

e 020 tentand 2 i

¢ 22 Tahun 2 20 ayat

rintah Nomor 2 struksi Pasal
i pem; ‘nanun 2017 tertand Jasa Kons!

Nomor
Undang-Undand
Pelaksanaan %

ELOOS

alam Pasal 17 ayat 2) dan

i usaha

b Kualfikasi usaha K & bida

¢ sertifikasi badan cundang-undangan & bideo

d  Kualfikasi dan S€ gengan _ ketentua" B
sesuai

gilaksanakan

Ketenagalistnkan

ELOO6

?‘ﬁlf{t'gn?{rav Bina Konstryksj |
=R b

g |
| |
e |
} «

ELOO7

ELOO8

D8fteria, 50
nal

EL009
| ELO10
ELO11

www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kode Subklasifikasi
ELOO1

Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi
Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya

Kementerian
ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Kementerian
Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Kementerian
Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Kementerian
Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Janngan Kementerian
Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon PUPR
Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Kementerian
Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Instalasi Listrik) ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Kementerian
Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listnk) ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Kementerian
Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon PUPR
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Kementerian
Instrumentasi (Untuk Sistem Pengendali Tenaga Listrik) ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Kementerian
Gedung dan Pabrik ESDM
Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Kementerian
Elektrikal Lainnya (diluar Instalasi Listnk)

PUPR
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I PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ()

m Subklasifikasi Jenis Pekerjaan Subbidang

Jasa Pelaksana
Konstruksi Instalasi
Pembangkit Tenaga
Listrik Semua Daya

N wwwgatrlkesdmgoid

Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik

Pembangkitan
Tenaga Listrik

Pemeliharaan Instalasi Pembangkitan
Tenaga Listrik Tenaga Listrik

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga
energi terbarukan lainnya

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga
energi terbarukan lainnya
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I PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (?)

m Subklasifikasi Jenis Pekerjaan Subbidang

Jasa Pelaksana
Konstruksi Instalasi
Pembangkit Tenaga

10 MW

N wwwgatrlkesdmgoid

Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik

Pembangkitan
Tenaga Listrik

Listrik Daya Maksimum

Pemeliharaan Instalasi Pembangkitan
Tenaga Listrik Tenaga Listrik

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga
energi terbarukan lainnya

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga
energi terbarukan lainnya
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I PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK )

Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik
Pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik
Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik
Pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik

Jasa Pelaksana Konstruksi
Instalasi Pembangkit
Tenaga Listrik Energi Baru
dan Terbarukan

ELOO3

Jasa Pelaksana Konstruksi
Instalasi Jaringan Transmisi
Tenaga Listrik Tegangan
Tinggi/ Ekstra Tegangan
Tinggi

ELOO4

Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik
Pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik
Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi
Tenaga Listrik
Pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik

Jasa Pelaksana Konstruksi
Jaringan Distribusi Tenaga
Listrik Tegangan
Menengah

Jasa Pelaksana Konstruksi
Instalasi Jaringan Distribusi
Tenaga Listrik Tegangan
Rendah

ELOO7

2) www.gatrik.esdm.go.id
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Pembangkitan
Tenaga Listrik

Pembangkitan
Tenaga Listrik
Transmisi
Tenaga Listrik

Transmisi
Tenaga Listrik

Distribusi
Tenaga Listrik

Distribusi
Tenaga Listrik
Distribusi
Tenaga Listrik

Distribusi
Tenaga Listrik

| @infogatrik

Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan
Tenaga Energi Terbarukan Lainnya

Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan
Tenaga Energi Terbarukan Lainnya

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi

Gardu Induk

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi

Gardu Induk

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

| @infogatrik O | Info Gatrik




I PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (9

m Subklasifikasi Jenis Pekerjaan Subbidang

Pembangunan dan
Pemasangan Instalasi

Jasa Pelaksana Konstruksi el LISl

Instalasi Sistem Kontrol dan
Instrumentasi

ELOO9

atau

Pemeliharaan Instalasi
Tenaga Listrik

2) www.gatrik.esdm.go.id
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Pembangkitan
Tenaga Listrik

Transmisi
Tenaga Listrik

Distribusi
Tenaga Listrik

Instalasi
Pemanfaatan
Tenaga Listrik

| @infogatrik

Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Gas

Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Pembangkit Listrik Tenaga Air

Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga
energi terbarukan lainnya

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi

Gardu Induk

Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
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I PADANAN KLASIFIKASI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK )

m Subklasifikasi Jenis Pekerjaan Subbidang

Pembangunan dan
Pemasangan
Instalasi Tenaga

Jasa Pelaksana Konstruksi Listrik

Instalasi Tenaga Listrik
Gedung dan Pabrik

ELO10

Pemeliharaan
Instalasi Tenaga
Listrik

Pembangunan dan
Pemasangan
Instalasi Tenaga
Listrik
Pemeliharaan
Instalasi Tenaga
Listrik

Jasa Pelaksana Konstruksi
Instalasi Elektrikal Lainnya

2) www.gatrik.esdm.go.id
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Instalasi
Pemanfaatan
Tenaga Listrik

Instalasi
Pemanfaatan
Tenaga Listrik

Instalasi
Pemanfaatan
Tenaga Listrik

Instalasi
Pemanfaatan
Tenaga Listrik

| @infogatrik

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan
Menengah

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan
Menengah

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan
Menengah

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi
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I PENERAPAN PENGATURAN SERTIFIKASI DAN PERIZINAN USAHA

Pada pekerjaan
yang ruang
lingkupnya berupa
pekerjaan
bangunan sipil
dan/atau gedung,
penyedia jasa
disyaratkan:

e Sertifikat Badan Usaha
(SBU) Jasa Konstruksi;

éi} www.gatrik.esdm.go.id

Pada pekerjaan yang
ruang lingkupnya

disyaratkan:

Tenaga Listrik;

* lzin Usaha Jasa

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

berupa pekerjaan
elektrikal/mekanikal
terkait instalasi
penyediaan dan
pemanfaatan tenaga
listrik, penyedia jasa

* Sertifikat Badan Usaha
(SBU) Jasa Penunjang

Penunjang Tenaga Listrik

| @infogatrik

Pada pekerjaan yang ruang
lingkupnya berupa pekerjaan
bangunan sipil dan/atau gedung
dan pekerjaan elektrikal/
mekanikal terkait instalasi
penyediaan dan pemanfaatan
tenaga listrik, penyedia jasa

disyaratkan:

* Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi;

* Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Penunjang
Tenaga Listrik;

* lzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
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TAHAPAN BADAN USAHA DALAM PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1. Mempunyai Tenaga Teknik Yang Kompeten yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat
kompetensi yang terregister di https://skttkdjk.esdm.qgo.id

2. Memperoleh Sertifikat Badan Usaha ketenagalistrikan melalui LSBU dan teregister di Si UJANG
GATRIK ( https://sbudjk.esdm.qo.id )

3. Mendapatkan Ilzin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) melalui sistem OSS
https://oss.go.id/ dengan pemenuhan persyaratan izin dilakukan:

a. untuk kewenangan pusat sudah
terintegrasi dengan

https://perizinan.esdm.go.id/gatrik/ Izin Usaha
b. untuk kewenangan daerah terintegrasi Sertifikat Jasa
@ Kompetensi i
dengan PTSP setempat Tenaga Teknik — AL
(SKTTK) ertifikat Tenaga

4. Melakukan pekerjaan sesuai dengan
standar agar instalasi yang dibangun
mendapatkan Sertifikat Laik Operasi
(untuk yang SLO tersambung di Grid PLN
teregister di https://slodjk.esdm.qgo.id )

Badan . 4o
Listrik
Usaha (SBU
saha (SBU) (IUJPTL)
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NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK (NIDI)
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] APA ITU NIDI?

Dikarenakan pekerjaan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga
listrik merupakan usaha dengan tingkat resiko tinggi sehingga diperlukan
pengawasan mampu telusur terhadap hasil pembangunan dan
pemasangannya.

Pengawasan mampu telusur ini dapat terwujud dengan adanya Nomor
Indentitas Instalasi Tenaga Listrik (NIDI).

NIDI

Nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk instalasi
tenaga listrik yang telah selesai dipasang dan/atau dibangun
olen Pelaku Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan
Tenaga Listrik dan/atau pelaku usaha penyediaan tenaga listrik
yang memiliki perizinan berusaha ketenagalistrikan.
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| ANALOGI NIDI

N .
N o ¥
N L?‘-:; & N\

Bayi Lahir

Didaftarkan ke dukcapil/instansi yg berwenang

Isinya info:
1. Lokasi dan tnggal Lahir

2. Org tua
& » 3. Berat badan
l 4. Kelengkapan organ

@' 5. Gambar kaki, telapak tangan
6. dll
Akta Lahir
Fungsi : ‘

1. Syarat untuk sekolah
2. Pembuatan ktp, kk,
3. DIl yg berkaitan dengan hak kependudukan
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| NOMOR IDENTITAS INSTALASI (NIDI)

Didaftarkan di Ditjen Ketenagalistrikan melalui daring

Isinya info:
1. Lokasi dan tanggal selesa i

15002 TELEPON |0

e pemasangan

ROMOL POS: J043KT 15002 TELEPON (T21) 822818 (3 Sokran) FPAKSINLE: (521 $I00000 8708544 WEBSITE: o b myomgo
NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK

Instalasi listrik baru selesai

o 2. Badan usaha pemasangan
Bt 3. Spesifikasi komponen
e R . terpasang
— 5. Gambar instalasi
6. dll
NIDI
Fungsi :

1. Syarat untuk SLO
2. Dokumen mampu telusur
3. DIl yg berkaitan dengan fungsi instalasi
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I ALUR NIDI UNTUK INSTALASI BARU ATAU INSTALASI LAMA TERPASANG
| owner | et || Gark_ | owner | st |_ur | cak
+—

Pemohon mengajukan pasang instalasi

[JHF

] Pasang Intalasi dan Upload Hasil
|dentifikasi, Verlap, evaluasi, perbaikan
(jika perlu) dan Upload Hasil
] Mengajukan Pemohonan NIDI ]
] Memberikan NIDI
] Menerima Informasi NIDI & ‘

Permohonan SLO + Input NIDI

Pemeriksaan Instalasi

[ ]
&}7 Permohonan Register

Rt

] Evaluasi dan Pemberian Register
[ Je— Mencetak SLO
Menerima SLO A

INSTALASI LAMA TERPASANG
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SERTIFIKAT LAIK OPERASI
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I DASAR HUKUM SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan jo.
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

PERATURAN PEMERINTAH

PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik jo. PP No. 23 Tahun 2014
PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

PERATURAN MESDM

Permen ESDM No. 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan
dan Biaya yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PLN
Permen ESDM No. 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan
Sertifikasi Ketenagalistrikan

Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Kapasitas Pembangkit
Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Dilaksanakan
Berdasarkan lzin Operasi

www.gatrik.esdm.go.id

f | Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

| @infogatrik

Peraturan Pelaksana UU Cipta
Kerja?
Telah terbit PP:

v

v

PP 05/2021 Tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

PP 25/2021 Tentang Penyelenggaraan
Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

RPM ESDM:

v

| @infogatrik

RPM ESDM Tentang Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

RPM ESDM  Tentang  Keselamatan
Ketenagalistrikan

RPM ESDM Tentang Kualifikasi Usaha Jasa
Penunjang Tenaga Listrik dan Tata Cara
Akreditasi Serta Sertifikasi
Ketenagalistrikan

RPM ESDM Tentang Pedoman Pelaksanaan
Usaha Ketenagalistrikan

O | Info Gatrik
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I SERTIFIKAT LAIK OPERASI g

PUTUSAN
Nomor SEPUU-XI2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAMA ESA

Berdasarkan UU No. 30/2009 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Rl No. _— .

(14]  Yang men

tentang Ketenagalistrikan 2015 5g/ppy-XII/2014 tanggal 22 September 2015 =

2009

: Pasal 44 ayat (4) :: Pasal 54 ayat (1) : : a. “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik :
I Setiap instalasi Il Setiap orang yang mengoperasikan | I operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda I
: tenaga listrik yang :: instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat : : paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah” . (Frasa pidana Penjara :
I beroperasi wajib :: laik operasi dipidana dengan pidana : : paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan). :
: memiliki sertifikat 11 penjara paling lama 5 tahun dan | 1 b. Jika PLN tetap mengalirkan listrik untuk instalasi rumah tangga dan terjadi I
: laik operasi :: denda paling banyak Rp 500 juta. : : kebakaran akibat ketiadaan SLO maka PLN — lah yang bertanggungjawab atas :

TEEEmEmEEmEmEEmEmEmEmEmEmEmEmmm———— | |

dampak kerugian yang timbul.

r
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
: Kesimpulan Putusan MK: :
: 1. Memperkuat Pemberlakuan kewajiban kepemilikan SLO pada instalasi tenaga listrik |
1 2. PLN bertanggung jawab dampak kerugian yang timbul, jika menyambungkan listrik :
I konsumennya tanpa memiliki SLO ‘I

e s T T msm s mmmm e [

: Pasal 54 I} Pasal 44 ayat (4) I

I ayat (1), Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga : : Setiap instalasi tenaga listrik yang :

: Ii.strik tanpa sertifilfat laik opera_si yang ~menga!<ibatkan :: beroperasi wajib memiliki sertifikat: ()

I timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 1| |3ik operasi I [saman]

: 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 :I- ---------------------- ! .

: (lima ratus juta rupiah). I R

: ayat (2), Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat : Berdasarkan UU No. 11/2020 2020 il iﬁﬁ
I dlc.)pera5|k§n tanpa ser'Flflkat Ial.k operasu_dampz_zlk Yang timbul : tentang Cipta Kerja

I akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung O — ﬁ
: jawab penyedia tenaga listrik. : ““““““““ @ et el menian i penbeniian réf
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I PROSES SERTIFIKASI INSTALASI TENAGA LISTRIK PASCA UU 11/2020 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Permohonan

PP 05/2021, Pasal 43

(1) Kode KBLI/KBLI terkait,

(2)

Pemeriksaan dan
Pengujian

——

PP 25/2021, Pasal 49

(4) Setiap instalasi tenaga listrik

Registrasi

Penerbitan

—.—

(6) Sertifikat laik operasi diterbitkan oleh Menteri

atau gubernur sesuai dengan

judul KBLI, ruang lingkup yang beroperasi wajib kewenangannya atau lembaga inspeksi Teknik yang diakreditasi oleh Menteri.
kegiatan, parameter memiliki sertifikat I;y/ (7) Sertifikat laik operasi wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.
Risiko, tingkat Risiko, operasi. (8) Permohonan nomor registrasi dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan
Perizinan Berusaha, (5) Sertifikat laik operasi peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
jangka waktu, masa diperoleh melalui sertifikasi | (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi instalasi tenaga listrik diatur
berlaku, dan kewenangane— _ instalasi tenaga listrik. dengan Peraturan Menteri.
Perizinan Berusaha \
CUEES U ER UL | o piran 1.4.8.10 PP 05/2021
menunjang kegiatan S
Kode | | Kewenangan Pemerintah
usaha tercantum dalam | Perizinan Berusaha KBLI Jangka Waktu | Masa Berlaku - —— T
Lampiran | Terkait ; Parameter sat/Provinsi/ |
. i Kabupaten/Kota
Persyaratan dan/atau [18 [ Sertifikat Laik Operasi 1:-,,-.-.1‘,.;:.1" 35111; |4hari l S tahun (instalasi pembangkit | Selurul T Mentens =
kewajiban Perizinan Laik Operas: instalas: penyediaan | 15112 tenaga listnik),
tenaga histrik dan Instalasi| ° 10 tahun [linstalasi transmis:
Berusaha untuk Pemanfaatan  Tenaga  Listrik | 35113, tenaga listrik)
. . legangan Tinggt dan Instalas: B . 5
menunjang keg|atan Pemanfantan Tenagn Listrik SIS ‘10 m':l“: k'lm‘“l‘l'h‘ distribusi
e \pan {"; o y : - enaga ustin s
usaha tercantum dalam PRGERgRn Mernngnt =0 10 tahun (Instalasi Pemantastan
. 35117 Tenaga Listnik Tegangan Tingm
Lamplran “ 35118 Instalast Pemanfaatan Tenaga
i Listrik Tegangan Mencengah)
71204
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I MATRIKS KEWENANGAN SERTIFIKAT LAIK OPERASI

Sebelum Terbit UU 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya | Pasca Terbit UU 11/2020 dan Peraturan Pelaksanaannya

Sesuai PP No. 14 Tahun 2012 dan Permen ESDM No. 38 Tahun 2018, Sesuai Lampiran 1.4.B.10 Nomor 18 dan 19 PP No. 05 Tahun 2021,
pemberian nomor registrasi SLO dan/atau penerbitan SLO dilakukan kewenangan Sertifikat Laik Operasi dengan seluruh parameter
oleh: (pemberian nomor registrasi SLO dan/atau penerbitan SLO) menjadi
Menteri, untuk: kewenangan Menteri.
1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang

diterbitkan oleh Menteri;
2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan

menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga

listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Menteri;
3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang 10 vyang

diterbitkan oleh Menteri; dan
4. instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan rendah.

Gubernur, untuk:

1. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang
diterbitkan oleh gubernur;

2. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan
menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga
listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh gubernur; dan

3. instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang |0 vyang
diterbitkan oleh gubernur.
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I SERTIFIKASI INSTALASI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 27

(5) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas lebih dari
500 kW (lima ratus kilowatt) yang terhubung dalam 1 (satu) sistem Instalasi Tenaga
Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat laik operasi.

(6) Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas sampai
dengan 500 kW (lima ratus kilowatt) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
spesifikasi teknis:

a. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian terpisahkan wajib memiliki sertifikat laik
operasi; dan

b. kontrol panel menjadi 1 (satu) bagian tidak terpisahkan dinyatakan telah memenuhi
ketentuan wajib sertifikat laik operasi.

(7) Pembangkit tenaga listrik yang dinyatakan memenuhi ketentuan wajib sertifikat laik
operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen
berupa:

a. sertifikat produk; atau
b. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan Ketenagalistrikan
dari pemilik Instalasi Tenaga Listrik yang dilengkapi dengan dokumen:
1. garansi pabrikan yang masih berlaku;
2. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
3. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dievaluasi oleh Menteri atau gubernur
dan wajib mendapatkan nomor registrasi dari Menteri.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk
kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
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O Pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri

dengan total kapasitas sampai dengan 500 kW (lima ratus

kilowatt) dengan spesifikasi teknis kontrol panel menjadi

1 (satu) bagian tidak terpisahkan memiliki kriteria antara

lain:

a. perangkat sakelar dan kendali dengan fungsi
perpindahan beban, penyalaan dan proteksi menyatu
dengan kesatuan pembangkit; dan

b. dapat dioperasikan secara plug and play.

Dokumen pemenuhan ketentuan wajib sertifikat laik
operasi dievaluasi oleh Menteri dan wajib mendapatkan
nomor registrasi dari Menteri.

Sesuai lampiran 1.4.B.10 Nomor 18 PP No. 05 Tahun 2021
kewenangan terkait Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk
instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan
tenaqa listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan
tenaga _listrik _tegangan _menengah _merupakan
kewenangan Menteri.
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I PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 54

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:
a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
e. pemenuhan aspek pelindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
g. penggunaan tenaga kerja asing;
h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
j. penerapan tarif tenaga listrik; dan
k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
a. melakukan inspeksi pengawasan di iapangan;
b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya dibantu oleh
inspektur Ketenagalistrikan danf atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(4) Menteri melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan usaha Ketenagalistrikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
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I SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 57 ayat (7) PP 25 Tahun 2021

a. Setiap badan usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa

penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki
Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listri
denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai

b. Setiap kantor perwakilan asing yang melaksanakan
usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak

Perizinan
K dikenai

contrak.

kegiatan
memiliki

Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik
dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua

nilai kontrak.
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I SANKSI TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

Pasal 57 Ayat (7) huruf ¢, d dan e PP 25 Tahun 2021

Setiap badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang wajib memiliki SBU

namun dalam melaksanakan usahanya tidak memiliki SBU atau tidak

memelihara masa berlaku sertifikat badan usaha sesuai dengan ruang

lingkup Perrzinan Berusaha, dikenai denda sebesar:

a. Rp 5.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi
kecil.

b. Rp. 10.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi
menengah.

c. Rp. 20.000.000 per subbidang untuk Pelaku Usaha dengan Kualifikasi
besar.
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I SANKSI TERKAIT PENGGUNAAN TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT

Pasal 57 Ayat (8) huruf b PP 25 Tahun 2021

Badan usaha jasa penunjang tenaga listrik usaha jasa penunjang tenaga listrik

tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknik yang memenuhi

standar Kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat Kompetensi sesuai dengan

Klasifikasi dan Kualifikasi di bidang Ketenagalistrikan yang masih berlaku:

1. Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik
jenjang Kualifikasi pelaksana operator;

2. Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik jenjang
Kualifikasi analis/teknisi:

3. Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik
jenjang Kualifikasi ahli; dan

4. Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap tenaga teknik
jika merupakan warga negara asing.
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] SANKSI KANTOR PERWAKILAN ASING

Pasal 382 Ayat (2) PP 5 Tahun 2021

Dalam hal kantor perwakilan tidak memenuhi kewajiban berupa kewajiban
dan/atau standar, besaran nilai denda sebagai berikut:

a. tidak membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang
tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha
dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia, dikenai
denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak;

b. tidak mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga
kerja asing, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai
kontrak; dan

c. tidak menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab
badan usaha kantor perwakilan, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen)
dari semua nilai kontrak.
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I SANKSI TERKAIT SERTIFIKAT LAIK OPERASI

(1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal instalasi listrik rumah tangga masyarakat dioperasikan tanpa sertifikat laik operasi, dampak yang timbul
akibat ketiadaan sertifikat laik operasi menjadi tanggung jawab penyedia tenaga listrik.

*Frasa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dihilangkan, sesuai Putusan MK RI No. 58/PPU-XI11/2015 tanggal 22 September 2015.

PP No. 25 Tahun 2021, Pasal 57

(2) Besaran denda yang dikenai untuk:
b. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 ayat (4) dikenai denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
c. Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 ayat (4) yang mengakibatkan timbulnya korban dikenai denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
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